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MOTTO

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan
bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(QS Al-Anfal ayat 61)"

! Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, Jakarta, 1999
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RINGKASAN

Meskipun akar radikalisme pada dasarnya dapat tumbuh dimana saja tanpa
memandang keadaan geografis, namun melihat pada percaturan globalisasi dan tuntutan
keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing, tidak menutup kemungkinan
masuknya orang asing untuk membawa pengaruh-pengaruh yang membahayakan
keamanan negara. Gerakan-gerakan organisasi radikal utamanya yang mengatasnamakan
agama Islam seperti Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara yang diminati untuk dijadikan sasaran perluasan ajaran-ajaran
radikalisme. Dengan demikian, penting bagi pemerintah Indonesia melakukan proteksi
di dalam lalu-lintas orang asing yang berpotensi mengancam keamanan negara,
utamanya setelah pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169
negara. Peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan perlu diperketat guna
menghadapi potensi-potensi buruk yang tidak dihendaki tersebut. Oleh karena itu
penulis dalam tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana fungsi
pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia setelah
diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Rumusan masalah dalam hal ini : (1)
Bagaimanakah pengaturan tentang pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan
pengendalian radikalisme di Indonesia ? dan (2) Bagaimana akibat hukum pengawasan
keimigrasian terhadap pengendalian radikalisme di Indonesia ? Metode penelitian dalam
penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan
konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi
ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Peran
pemerintan melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan peran
masyarakat diperlukan secara aktif dalam menekan terjadi faham radikalisme yang
berujung kepada tindakan terorisme serta lembaga pendidikan yang harus berperan aktif
melalui pembangunan karakter secara aktif. Kedua, Dalam menghadapi implikasi dari
kebijakan bebas visa kunjungan, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian
yang dilakukan dengan cara : Pengawasan secara admisnitratif, yaitu : (1) Dilakukan
pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas
permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait; (2) Saat masuk dan keluar wilayah
Indonesia meliputi: paspor yang sah dan masih berlaku, visa/izin tinggal, tiket kembali;
dan (3) Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh
Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili,
pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait. Pengawasan
lapangan, yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan
kegiatan orang asing selama berada di Indonesia meliputi: hotel, tempat hiburan,
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang
diduga terdapat kegiatan orang asing.

Saran yang diberikan bahwa, radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham
atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dalam politik secara
drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Indonesia sebagai negara dengan
jumlah penduduk muslim terbesar, berpotensi besar sebagai tujuan persebaran paham
radikal dan ideologi terorisme. Guna menghadapi segala dampak negatif yang

xii
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ditimbulkan melalui penerapan kebijakan bebas visa kunjungan, keimigrasian
memperketat pengawasannya dengan menerbitkan instrumen-instrumen khusus di
bidang pengawasan. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi
beserta jajarannya dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan pengawasan
lapang sehingga proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing
keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat
dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di
Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam
pergaulan internasional baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan
keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di wilayah
Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah
memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap
pembangunan itu sendiri. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang
kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta
perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap
lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah
berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara yang
memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai
dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.*

Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian atau
pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat
bersifat sementara maupun menetap seperti mobilitas ulang-alik dan migrasi.
Untuk mengatur berbagai macam Warga Negara Asing (WNA) yang keluar dan
masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian
menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip
selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya Warga Negara Asing (WNA) yang dapat
memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik
Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak
bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia

! Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan
Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004, him. 31.
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yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu
ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada Warga
Negara Asing (WNA) apabila hendak tinggal di Indonesia. Warga Negara Asing
(WNA) yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. 2

Salah satu ketentuan WNA dapat masuk wilayah Indonesia adalah wajib
memiliki visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi
orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh suatu negara pada
dasarnya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara. Pada dasarnya, kebijakan bebas visa bersifat resiprokal sehingga
dapat dimaklumi bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan
yang tinggi pada umumnya akan memberlakukan kebijakan bebas visa kepada
negara-negara lain yang tingkat kesejahteraannya dinilai setara. Mencermati
perkembangan tersebut, sebagai salah satu negara dengan tujuan pariwisata yang
banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, Indonesia mulai membuka diri
untuk turut serta menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Tujuan utamanya
adalah dengan kebijakan tersebut, antusiasme wisatawan mancanegara untuk
berkunjung ke Indonesia semakin besar sehingga dapat berbanding lurus dengan
perolehan devisa di sektor pariwisata.

Keberhasilan kebijakan bebas visa di beberapa negara Asean seperti
Malaysia, Thailand dan Singapura mengilhami Indonesia untuk menerapkan hal
yang sama. Kebijakan bebas visa kunjungan diberlakukan di Indonesia melalui
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan (BVK) yang isinya memuat pemberian kebijakan bebas visa
kunjungan kepada 45 negara dengan rincian 15 negara penerima bebas visa

2 Muhammad Indra, .Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian
Indonesia., Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei
2008), him.2.
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terdahulu yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun
2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 ditambah
dengan 30 negara baru dengan alasan utama untuk meningkatkan angka
kunjungan wisata dari orang asing yang akan masuk ke Indonesia.®> Oleh karena
itu, peraturan presiden tersebut dimaksudkan untuk mempermudah lalu lintas
orang asing yang akan datang ke Indonesia dalam rangka wisata.

Arus lalu lintas orang asing yang keluar masuk Indonesia menyebabkan
pemerintah Indonesia berusaha untuk dapat menyeleksi orang asing sehingga
baik mereka yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia adalah benar-benar
dapat memberikan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini
berkaitan erat dengan prinsip “selective policy” yang dijadikan dasar dalam
pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian Indonesia Tidak
dapat dinafikan jika kebijakan bebas visa kunjungan yang tujuan awalnya adalah
guna meningkatkan devisa di sektor pariwisata, membuka potensi masuknya
ancaman-ancaman yang menganggu stabilitas dan keamanan negara. Salah satu
bentuk ancaman yang menjadi isu internasional maupun nasional adalah
perkembangan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama yang
tidak sedikit mengarah pada gerakan terorisme.

Meskipun akar radikalisme pada dasarnya dapat tumbuh dimana saja
tanpa memandang keadaan geografis, namun melihat pada percaturan globalisasi
dan tuntutan keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing, tidak menutup
kemungkinan masuknya orang asing untuk membawa pengaruh-pengaruh yang
membahayakan keamanan negara. Gerakan-gerakan organisasi radikal utamanya
yang mengatasnamakan agama Islam seperti Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah
(J1) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang diminati untuk
dijadikan sasaran perluasan ajaran-ajaran radikalisme, mengingat Indonesia
merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar. Kasus
terakhir yang masih hangat diperbicangkan adalah bagaimana kemudian

® Ahmad Jazuli, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Persepektif Keimigrasian,
Jurnal IImiah Kebijakan Hukum Volume 10 Nomor 3 Tahun 2016
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Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembubaran Organisasi Masyarakat. Diluar segala perdebatan mengenai
penerbitan Perppu tersebut, pemerintah dalam hal ini merasa penting untuk
menjaga ketahanan, keamanan bahkan kedaulatan negara dari berbagai pengaruh
ajaran radikalisme.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah Indonesia melakukan
proteksi di dalam lalu-lintas orang asing yang berpotensi mengancam keamanan
negara, utamanya setelah pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa
kunjungan untuk 169 negara. Peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan
perlu diperketat guna menghadapi potensi-potensi buruk yang tidak dihendaki
tersebut. Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini mengangkat permasalahan
mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan
radikalisme di Indonesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan
dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : Fungsi Pengawasan

Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis
mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan, sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan tentang pengawasan keimigrasian yang berkaitan
dengan pengendalian radikalisme di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pengawasan keimigrasian terhadap pengendalian

radikalisme di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian
Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus, yang dijabarkan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, serta sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan
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ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat
teoritis dengan praktik

2. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang
berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan

almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai, antara lain :

1. Memahami dan mengetahui pengaturan tentang pengawasan keimigrasian
yang berkaitan dengan pengendalian radikalisme di Indonesia ebagai upaya
mempertahankan keunuthan nagsa Indonesia.

2. Memahami dan mengetahui akibat hukum pengawasan keimigrasian
terhadap pengendalian radikalisme di Indonesia yang merugikan kepantingan

nasional bangsa Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus
dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam
rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.
Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau
menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga
penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat
digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan—bahan hukum
yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara
berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan
sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
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norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. ¥

1.4.2 Pendekatan Masalah
Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai
aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian
dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan
2 (dua) macam pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi *
2. Pendekatan konseptual (conseptual approach)
Suatu metode pendekatan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk untuk
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang
dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak
dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.®

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa
bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum
yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2016, him.194

> Ibid, him.93

® Ibid, him 134.
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bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan
menjadi bahan hukum primer (primary source) dan bahan hukum sekunder

(secondary source) ” :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer
yang bersifat mandatory authority (meliputi peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan persuasive
authority (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain
tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi
negara lain) :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum
yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.2 Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks,
laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para
ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan

dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang

" Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.48

8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165
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memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain
yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan

topik penulisan skripsi.’

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.*®

Melalui langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam sesuatu
penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah

° Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him. 164
19 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him.171
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dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan
bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisis bahan
hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum
sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat
dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab
isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan

perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk
tunggal, yang kata jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam
bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung
pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.“) Hukum
adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu
pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia.
Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar
oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu
memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar
serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi
hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari
2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya
perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku.
Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan
mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari
hukum. *?

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya
adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan
hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi
semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum
dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang
memadai. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap

1 http://ww.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html,
12 R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, him 24

10
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orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum,
jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan
kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan
kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat
dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat
preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan
hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang
definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,
sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.*®

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas.
Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan
pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R.
Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap
memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu
pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah
hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai
sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-
petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya

ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.*¥

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada
individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut,
menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian
dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis
dari teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori
solidaritas sosial (social solidarity argument).*

3 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia, Surabaya: Bina
llmu. 2007, him. 2.

1 R. Soeroso. 2002, Op. Cit. him. 35.

5 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, him. 54
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Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal
melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.
Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi
perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat
dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan
tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan

dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan
sebagainya).’® Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan
perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari
berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau
ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman
terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur
perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa
siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat
maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan
pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,

2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai
sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,

3. Asas kesamaan hukum (rechtsgleichheit) yaitu hukum dituntut
sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,

4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan
mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,

5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai
kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.*’

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan
hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu

perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat

® W.J.S. Poerwadarminta. 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka. him 600.

7 Sri Soemantri. 2002. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung:
Alumni, him. 15.
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dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum
itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di
antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-
kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-
kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan

dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum.
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali.
Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu
untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat
dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki
fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu
adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam
masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata
sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.
Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan
kepentingan dalam masyarakat. *°
Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan
antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut
membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat
menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi
kekacauan dalam masyarakat.”® Hukum sebagai norma merupakan petunjuk
untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang
baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus

diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan

® Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, Teori Hukum ; Strategi Tertib
Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya : CV.Kita, , him.36

9 C.S.T. Kansil. 2001. Pengantar llmu Hukum dan Tata Negara Indonesia. Jakarta :
Balai Pustaka. him. 40
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tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai
sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai Cciri
memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu
ditaati anggota nasyarakat.?® Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur
dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan
terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan
berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada
harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat
agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh
seluruh anggota masyarakat.”* Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari
keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain,
akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut
dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu
bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu
harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat
itu.?> Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan
agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal
membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati.
Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan

dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Pengawasan
2.2.1 Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu
fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri.
Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak
dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap

2 Ipid. him. 54
21 C.S. T. Kansil. 2001. Op. Cit. him 40
22 bid. him 40
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pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan
telah di lakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan
masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan
makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi
untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan defenisi
tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri
sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini Penulis akan
mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana :

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata
awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan
cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan
berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.?® Menurut ICW
bahwa Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah
suatu pelaksaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana,
aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”.** Jika memperhatikan lebih
jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud
adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di
laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.
Sebagai bahan perbandingan berikut penulis kutip beberapa pendapat para
sarjana di bawah ini terkait pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan
pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan
apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.?® Menurut Saiful
Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah
diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan

26

dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.”” Menurut M. Manullang

mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu

28 gyjanto, Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986, him 2

2 Herman Bonai, Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah, USU, Medan, 2009, him.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

% prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, him. 80

%6 Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004,
him.127
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pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu
dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”?’
Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto memberikan batasan :
Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-
pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang
dikehendaki.®® Menurut pendapat yang dikemukakan Harold Koonz,
sebagaimana dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan
adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk
menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan
itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana,
memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan
menggerakkan tindakan-tindakan  untuk  memperbaiki  penyimpangan-
penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.?’

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari
bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat
diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam
pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata
kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda
dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk
mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah

kepada objek yang di kendalikan.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif
itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan
tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah
pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah
pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah

mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

" M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, him.18

%8 Ibid, him.19

2 Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998,
him.39
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Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam

pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan

dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut : *°

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat
objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang
pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor  yang
mempengaruhinya.

Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat
mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan
penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan
pimpinan yang tercermin dalam :

a) Tujuan yang ditetapkan

b) Rencana kerja yang telah ditentukan

c) Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan

d) Perintah yang telah diberikan

e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Preventif, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus
efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah
jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan
terulangnya kesalahan-kesalahan.

Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut
hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan
meningkatkan efisiensi dan efekt ifitas pencapaian tujuan
organisasi.

Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakuan secara efisien,
bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah
semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah,
bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.

Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat
membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan
kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan

yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar

sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang

dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana

dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam

pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting

% Pprajudi, Op.Cit, him.75
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dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan

maksud :

a)

b)

Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang
telah direncanakan.

Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat
kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah
sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.

Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan
dalam perencanaan semula.

Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah
diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan
efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil

pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap

pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk

penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di

atas dapatlah kita ambil kesimpulam bahwa pada dasarnya pengawasan

bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat

digunakan sebai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran

yang optimal. Pengawasan secara langsung juga bertujuan, untuk :

1)

2)
3)
4)
5)

Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan
peringkat.

Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.

Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan

pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu

agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan
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rencana. Rencana dalamhal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu
pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan
hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program Kerja.
Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu
kenyataan yang sebenarnya,mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah
sesuai dengan rencana atau tidak. Berbicara tentang arti pengawasan dalam
hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan
aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan
pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan haya
dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur
pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus
melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah
dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas
pemerintahan.

Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan
yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyerk
pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih memperjelas
arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang akan
dilakukan oleh aparatur pengawasan maka berikut ini penulis akan
mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi
Atmosudirdjo menyatakan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan—kegiatan
yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan
itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.
Berdasarkan kutipan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat difahami
bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah
mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaana dari aparatur pemerintah di daerah
sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus
dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari
rencana/program yang telah digariskan.

% 1bid, him.80
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Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan

dapat dibedakan sebagai berikut : *

1)

2)

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu
badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk
dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan
yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga
yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah
dalam arti eksekutif. Misalnya, pengawasan keuangan dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis

pengawasan yaitu :

1)
2)

Pengawasan dari segi waktunya

Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu

sebagai berikut : %

1)

2)

Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan
yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap
keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan
dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan
administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan
terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau
peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan
tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.

Pengawasan aposteriori atau pengawasan represif yaitu
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih
tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah.
Pengawasan dilakukan seteladikeluarkannya keputusan atau
ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah.
Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan
apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan
yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara
menangguhkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum
dilakukan pencabutan.

%2 Saiful Anwar, Op.Cit, him.127
% lbid, him.128
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Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat
pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua
kategori yaitu : 3%

1) Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing) misalnya
adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada
prinsipnya hanya menitik beratka pada segi legalitas. Contoh hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu
ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan
perlindungan (law proteciton) bagi rakyat dalam hubungan hukum
yang ada diantarra negara/pemerintah dengan warga masyarakat.

2) Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing) yaitu
pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan
pemerintah sendiri (built in control) selain bersifat legalitas juga
lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari
tindakan yang bersangkutan.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya
pengawasan adalah, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi
kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai

berikut : *°

a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana
yang digariskan

b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai
dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.

¢) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan
dalam bekerja.

d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien

e) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-
kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah
perbaikan.

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu
instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan,
dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas
hendaknya Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar
apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan. Pelimpahan tugas pengawasan
harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima
tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan

** Ibid, him.129
% Sukarno K. Dasar-Dasar Managemen, Miswar, Jakarta, 1992, hlm.105
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tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan
suatu tindakan jangan disalahgunakan.

Di samping suatu Undang-Undang tentang kewarganegaraan mengatur
siapa yang disebut warga negara Indonesia, dan cara bagaimanakah memperoleh
kewarganegaraan Indonesia, maka tentu diatur pula hal-hal yang menyebabkan
warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya. Umpamanya karena
mendapat kewarganegaraan Negara lain, atau menjadi pegawai atau tentara
negara lain tanpa izin dari Presiden, atau karena perkawinan bagi seorang
perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki warganegara lain, dan
sebagainya. Walaupun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut adalah
produk pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1950 yang berlaku terus
di bawah Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Aturan Peralihan pasal Il,
namun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum melihat untuk

membuat atau merobah Undang-Undang tersebut sampai sekarang. *°

2.3 Keimigrasian
2.3.1 Pengertian Keimigrasian

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara (state
souvereignty) merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum
internasional. Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara
memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian
timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti
bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak
teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.®’

Setiap Negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk
memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi
setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah
yang mendasari perlunya Negara mengatur masalah keimigrasian sebagai bagian
dari pengimplementasi tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat

Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia,

% Ibid, him .18
¥ M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi : Dalam United Nation Convention Against
Transnasional Organized Crime, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI 2007, him.33
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keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungan dengan
dunia internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945.

Imigrasi berasal dari Bahasa Latin “migrati” yang artinya perpindahan
orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada
istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari
suatu wilayah atau negara ke luar menuju atau negara lain. Sebaliknya, istilah
immigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari
suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan
imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar
negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang
pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa Emigrasi,
namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut
Imigrasi.*® Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis. Pertama, migrasi
internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara.
Kedua migrasi intern yaitu migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu
negara. Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk atau migrasi yang
melintasi negaranya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Problem migrasi
Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik
negara asal, negara tujuan maupun negara transit.*°

Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan
segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya
serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan,
penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat dalam
rangka pengawasan keimigrasian.*> Untuk menguraikan sistem hukum
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di
Indonesia dipergunakan teori Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa

sistem hukum terdiri dari materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.**

%8 Ibid hlm. 14-15.

% Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta : Sinar Grafika,2012. him..55-57

*% pasal 71 Undang Undang Keimigrasian

*' Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial The Legal System ; A
Social Science Perspectiv, Bandung : Nusa Media 2009, him. 6-9
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Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan melalui 2
(dua) pendekatan yakni : *2

a) Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) artinya orang asing
yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah
Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

b) Pendekatan sekuriti atau pendekatan keamanan (security approach)
artinya mengizinkan atau memberikan perizinan keimigrasian hanyalah
terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan
ketertiban umum.

Keimigrasian memiliki kebijakan untuk menolak dan mengizinkan
Warga Negara Asing (WNA) masuk wilayah Indonesia, hal ini dapat
dipengaruhi beberapa hal seperti dokumen perjalanan yang tidak lengkap dan
lain sebagainya. Salah satu hal yang harus dipenuhi seorang WNA untuk
mengunjungi suatu negara adalah visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di
tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang
memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke

wilayah Indonesia.

2.3.2 Tugas dan Kewenangan Keimigrasian

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang
diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia
menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut,
antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan
Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang
menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena

konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan

42 Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan
Negara di Bidang Keimigrasian, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), him. 8
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melaksanakan konvensi tersebut. Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang
Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan
internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang,

Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak
dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku
kejahatan tersebut ternyata tidak dapatdipidana berdasarkan Undang-Undang
Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak
mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan
internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk
Wilayah Indonesia secara tidak sah. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak
hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka beradadi
Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup
penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak
pidana Keimigrasian.

Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan
tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak
pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal
dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya
pidana minimum khusus. Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas
dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai
jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang
pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan
kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan
terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan
warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan
perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari
orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan
Imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia

sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi
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masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di
Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang
Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan
usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi
nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah
Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di
Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di
Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi
kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaatserta tidak
membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan
berada di Wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip
bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah
Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu
warga negara Indonesia dapat dicegahkeluar dari Wilayah Indonesia. Warga
negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakanPenangkalan karena hal itu tidak
sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa
seorang warga negara tidak Boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Direktorat Jenderal Imigrasi dimpimpin oleh seorang Direktur Jenderal.
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;

¢) Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi;
d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ; dan

e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan
pengendalian radikalisme di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peran
pemerintah melalui BNPT (Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 46
Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012.
Pembentukan BNPT dan peran masyarakat diperlukan secara aktif dalam
menekan terjadi faham radikalisme yang berujung kepada tindakan
terorisme..

2. Akibat hukum pengawasan keimigrasian terhadap pengendalian radikalisme
di Indonesia bahwa terhadap warga negara Indonesia dalam konteks
pelayanan keimigrasian di dalam dan luar negeri serta keluar dan masuk
wilayah Indonesia. Sementara bagi orang asing dalam konteks masuk dan
keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatannya di wilayah
Indonesia. Salah satu perwujudan sekaligus menjadi kekuatan utama dalam
pengawasan keimigrasian adalah penyusunan daftar nama orang-orang baik
WNI maupun orang asing yang terindikasi terkait dengan masalah hukum
sehingga harus dikenakan pencegahan maupun penangkalan keimigrasian.

4.2 Saran
Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa

saran sebagai berikut :
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1. Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang
menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dalam politik secara
drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Indonesia sebagai negara
dengan jumlah penduduk muslim terbesar, berpotensi besar sebagai tujuan
persebaran paham radikal dan ideologi terorisme. Kebijakan bebas visa
kunjungan membuka peluang potensi tersebut semakin besar karena dengan
penerapan kebijakan tersebut dapat dipastikan arus lalu-lintas orang asing di
Indonesia akan semakin besar. Guna menghadapi segala dampak negatif
yang ditimbulkan melalui penerapan kebijakan bebas visa kunjungan,
keimigrasian memperketat pengawasannya dengan menerbitkan instrumen-
instrumen khusus di bidang pengawasan.

2. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta
jajarannya dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan
pengawasan lapang sehingga proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi
tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga
pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan imigrasi tidak
terbatas pada tindakan adminsitratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan
penyidikan  keimigrasian. Radikalisme merupakan kejahatan yang
mengancam keamanan negara sehingga diklasifikasikan sebagai tindak
pidana. Fungsi pengawasan keimigrasian untuk menghadapi potensi
radikalisme dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama,
koordinasi, dan partisipasi yang aktif antara Keimigrasian, Kepolisian

Republik Indonesia, BNPT dan juga masyarakat.
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